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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negam
Republik Indonesia Tahun 1945; ' :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun | 2003 teﬂtzmg
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repi;gbhk Ind(}nema B

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahain Lembaran Negara'_' ;.

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagmmana i@l&h "
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2020 Nomor 245, - Tambaban

Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);" B o
Undang-Undang Nomor 17 Tahun @ 2003 - tentang -

Keuangan Negara (Lembaran Negafa Repubhk T
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahml Lembaran. e

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) _sebagalmana '
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020:"_ .

tentang kebijakan Keuangan Nega:fa dan Siablhta& :
Sistem Keuangan untuk Penagangan Pandemz. C(}t'cn’la' '.
Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/aiau ‘dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang __membahaya}gan:'-:'_': v
Perekonomian Nasional dan/atau S‘Labﬂﬁ,as Si&féin S

Keuangan (Lembaran Negm*a' Réﬁdbﬁk Incionem&

Tahun 2023 Nomor 134, Tambahan Lemba;an Negala{}_"

Republik Indonesia Nomor 6516)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun : 2004 ien‘tm’ig ;i '_
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhksf _ e

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembara:d .

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagazmam‘a g
telah diubah dengan umdang-unda.ng Nomor 1 Tahumi'.'_; L
2020 tentang Kebijakan Keuai'lgan Negara darif- i

Stabilitas  Sistem Kei;zangan umuk “Pemaﬂgmzanf_ i
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19}
dan/atau dalam Rangka Mengahadapl Ancaman V’mg’i}-:_-- S

membahayakan Perekonomian Nasz(mal dan/atauf::j_- . T
Stabilitas  Sistem  Keuangan (Lembaz an' - Negara: (s
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor .-"1'343 _
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indon&ssm-' (R

Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repubh%«;-':ﬁi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1350 Tambfmaﬂ:' o
Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Namor 4456) o

sebagaimana  telah diubah dengan Undang Unéang.f. g8 _:3:-:

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan o

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaian Negs«u a'-_.:': e BB
Repubhk Indonesia Tahun .'2023 Nomoz 4 Tambahauf

Undang-Undang Nomor = 12 Tahun 2011 tentang:_;f-:f

Pembentukan Peraturan - Pez undangﬂndangam; 5' o

(Lembaran Negara Repuhhk Indone&a Tahun' 2011

Nomor 82, Tambahan - Lemba:an Nega_za Repubhk: .

Indonesia Nomor 5234} sebagaxmz;ma telah dmbfzh_ﬁ;' e

dengan Undang-Undang Nomm 13 Tahun 2029}'5'_?-.; L

tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang NGYI&GTi_.__._._.'.-_:.-._. . s

12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peramr&:n_-;;_f{_i;_

Perundang-Undangan (Lembaz an Negara Républihf_"'
Indonesia  Tahun 2019 Nomor |

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten‘tang Badanf_'?;*

Penyelenggara Jamman Sosaal (Lemba:an Négamj:_f'-'

Republik Indonesia’ Tahun 2011 Nomca?

Tambahan Lembaran Neg&ra Repubh%«;'_ Endene%ia_-i-

Nomor 3256}; _ : : B
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 i:ei‘ltang;:
Pemerintahan Daerah . (Lembaran N@gala _Repubhi
Indonesia Tahun 2014 ~ Nomor . 244_ Témbahan
Lembaran Negara Repubhk 1ndon631a Nomor‘ 5587
sebagaiman telah = diubali - beber apa kajl t@rakhi
dengan Undang-Undang Nomm 1 Tahun 2022 teﬁiang.--._
Hubungan Keuangan - anta:ra Pemelmiah P e
Pemerintah  Daerah (Lemba:z an Ne%gara :

e

Indonesia Tahun 2022 Nomo: 4 Tambahan | Lembamn. G

Negara Republik Indonesia Nomor 6757) .
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 ten‘f,ang Pi_ V};fzs .

Kalimantan Barat (Lembai an Neg&r& Repubimi_:_*.:_

Indonesia tahun 2022 Notror 69, Tambahan Lembamnf:_._;-;i
Negara Republik Indonesia Nomm 6780)
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10,

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 '}f‘ahun 2005 iemang Lo

Sistern Informasi Keuangan Daerah- (Lembaram Negara-

Republik Indonesia Tahun 2005 - Nomor 138, =~
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia =~
Nomor 4576) sebagaimana  telah = diubah dengan -

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 teniang- R
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 =
Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi- Keuangan S
Daerah (Lembaran Negara Republik Iridciﬁema Tahun-o
2010 Nomor 110, Tambahan Lernbaran - Negazaiﬂ:-f' |

Republik Indoensia Nomor 5155); L
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentamg :

Tata Cara Pengenaan Sanksi Admmlstrasrt Kep&d&" S
Pemberi Kerja Selain Penye}enggara Negaxa dan L
Penerima Bantuan Iuran  dalam Penyelemggam e
Jaminan Sosial (Lembaran Negara- Relaubiﬂ{ Indonesza. B

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negaua Repubhk e
Indonesia Nomor 5481); :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 '}f‘ahun 2015 ienf:angg S
Penyelenggaraan Program Jamman Kece}akaan Kerjg =
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015  Nomor 154 Tambahan '_
Lembaran Negara Republik. Indones;a Nomm 5714y
sebagaimana  telah - diubah. dengan Pemfiifsm' o _
Pemerintah Nomor 82 Tahuri 2019 iemang Peru‘bahan__ e
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 . =
tentang Penyelenggaraan Program’ Jamman Keeeiah&an;l:_-:'_f o
Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran : Negal U _
Republik:  Indonesia Tahun 2019 Nc:)maf':' 231,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Iiﬁdonesm_f.z”'_f i

Nomor 6427},

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentcmef_ff.; G
Penyelenggaraan Program Jamman Pensnm (Lembaran_';:.-___ . e
Negara Republik Indonesia- Tahun 2015 Nom01 155__.}_:5_:-_;__:
Tambahan Lembaran Negala _ Repubhk Indc)negla:};-

Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tem‘tgmg} s
Penyelenggaraan  Program - Jaminan © Hari: Tua-':":’i.'*
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zm:«s:._j L
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negala Nomor 57 ey
sebagaimana  telah  diubah dengan Pe;.aimaﬁ'_.__'_'-:. ke

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan ©
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20155-’_ﬁ_-f:f_ﬁ;"_f}_. LA
tentang Penyelenggaraan PrOgram Jamm&n Ham Tua : L

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun’ 2015_”"_7'

Nomor 187, Tambahan ° Lembaran Negara Repubhk o

Indonesia Nomor 5730);
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Menetapkan

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG - FENYELENGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KBTENAGAKERJAAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN IURAN UNTUK- PERLENE}{}NGAN I
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN | ]BAGI PEKERJA- SR

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahum '-_'2 Glﬁtent&ng .::_ SRR

Perangkat Daerah (Lembaran - Negara - Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomar 5837}' o

sebagaimana  telah  diubah dengaﬁ “Peraturan -

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan' g
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18" Tahun 2()16 SR

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, "”I‘ambahéﬁ- o

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang- _
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara' '

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, ’I‘ambahaﬁ S

Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 6322) E
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun' 2021 ‘tentang

Penyelenggaraan  Program  Jaminan - Kehﬂangan el

Pekerjaan (Lembaran Negara Republik ' Indones&a_

Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara‘_

Republik Indonesia Nomor 6649}); : o %
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Temtang

Penahapan Kepesertaan - Jaminan Somal (Lembaran._“ e e

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8() Tahun .‘2015'_
tentang Pembentukan Produk Hukum Dae'a Al (Berzta' F

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2&36}'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri_

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun' 2018 ten‘tang'_f

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam® Negeri -
Nomor 80 Tahun 2015 tent&mg Pembentukan Froduk (ST b
Hukum Daerah (Berita Negara- Repubhk Indouesmf-. e

Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;}-{ Gl
tentang Pedoman Teknis Pengeiolaam Keuangam e

Daerah (Berita Negara Repubhk Indones:ta Tah‘tm 2020'
Nomor 1781};

Peraturan Menteri Ketenagaker; jaan Nomor 5 Tamm S B : =
2021 tentang Tata Cara Fenyeienggaran Pi‘ogram- Eaip e
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan' Kematian; dan .. .0
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Repubhk Indoen&zaj::ﬁ_ R

Tahun 2021 Nomor 247},
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

I.
2.
3.

10.

i1.

Daerah adalal Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur @eﬂyéiéﬁggéfé-_-
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. pemermtahan'_” :

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 'yamg selan Juim}?a*- L
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum pubhk yang berada i R

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang d1bemuk berdasarkaﬁ B
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badafa Penyeleﬁggam e

Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jamnan Keeelakaa*ﬁ Kerj e i :

Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensmn, dam Jammém_-' R

Kehilangan Pekerjaan.

Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kﬁ?t@l‘l&ma};@r ja an ysmg L

selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerj Jaan adalah kﬁﬁt@r._f SR T

cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perhndungan soszal m’rﬁuk 3_-_5_:': 1

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang 1a'yak

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Scsial vang b{&ﬂ%if-
program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematzan, Jamman Ham sl

Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekezgaaﬁ

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkaf JKK adalah nmfa&if; =r

berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang d1ber1ka,n paﬁa m&fz- ::":-:i _:f;
Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakﬂ yafag dlsebabkam @]efh_ 3; Sieary

hngkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah maﬂfaat uangi;-g_"?:if -

tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta menmggal duma bu}wri o

akibat Kecelakaan Kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT aéalah ma}:lfaaf uang mﬂm[ ::"_':

vang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki ' s:a pen&smnj L

meninggal dunia, atau mengalami catat total tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah 3ammam sesml yang'_lii_'_f _;_:':.fi

bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yamg Layak bagz peserta '; S

dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasﬂa,n setelah pﬁ@ﬁfﬁéﬁ;".;-..__';: L

memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau memnggal éuma
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang seianjutnya dzsmgkat JKP ﬁﬁa&lh

jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mEHgalam3
Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunaz, akses znfarmam S

pasar kerja, dan pelatihan kerja. _
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di vam& Ka}zmantan
Barat adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup -
kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka teria}e:saﬁa:tiya _.peningléataﬂ_-- o
kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan imenjami'n"-' selurub
tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupriya ya_.ﬁ'g_layak. -
Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, 1@1’:1‘?3&3@
negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekea’jakan i
pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara: ﬁdn#apara%ui 'S}i’;ﬁﬂ'
negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membaya:t‘ gap, Upr@h
atau imbalan dalam bentuk lainnya. : ' _
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang p&féedr’a’.ngam
pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjaan tenaga kerja
dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. ' |

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi per encanaan P&k@r;aaﬁ: L :* U
Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan -Konstr ukm dan Icavanan

konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. S _ ;
Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan ya:ng
kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Seba,gian 1angka1an kegiéitaﬁ‘f:_ -
pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan . beserta pengawasan yang:_'_-.' o
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanlkal elektmkai da:m tata -
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan su&m.:;"; [

bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paimg smgkai: e

6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerxma Upah : aitau' =

imbalan dalam bentuk lain.

luran adalah sejumlahi uang yang dibayar Sef':éif& '_'tei“'at_in; f:'oié_:'h' Peéa%*r‘fa R S

dan/atau Pemberi Kerja.

Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dmyatakan dalam bentuk uangf;- : :i
sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang dltetatpkan dan’
dibayar menurut suatu perjanjian kerja,. kesepakatan, -atau paerammnfﬂf._ e
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pek:er_;a dan keium ganya a‘ta«sff’. ;

suatu pekerjaan dan/atau jasa vang telah atau akan dﬂal{ukan

Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran n,u an kepefsa?’sam'.{'
jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima- Upah cﬁh Daerah yarzg_;:f{;ﬁ. i
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah donas:t dan/at,amil gk !

sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
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24. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdm darl unsux Permlgk&ﬁ{ o
Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk men}aiankan tugas-' L
pembinaan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur. - SERRSE S Y

25. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakulkan oleh Pememnmh: Ll
Provinsi Kalimantan Barat kepada organisasi. keagamaan deng:‘m tuju&i‘:z'- e
memberikan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja’ soszal keagamaan B

26. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekezga meiayam Jamaah- sl
atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada orgamaasszf e
keagamaan. R

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dzsmgkat APBD S
adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Pera’mranf EiHE
Daerah. (RS

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya d1smgkat TE&PD adaiah tlm-f'i' e
yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan dipimipin oleh Sekretaris = =
Daerah vang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksaﬁakarl ki‘ibl‘j&k&ﬂ_-if._;
CGubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotamva terdz:m dari o
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat - Iamnya sesuaz deng&n**f by
kebutuhan. e

29. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadl dalam hubungam kﬁ*’f‘ ja,_:_'
termasuk Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah meruja
tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang d1sebab1<an cleh hng}mngaﬁq}
kerja. : . S

Pasal 2 . - I . I
Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adaiah unmk mewu judkarz L
kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaman Prcgram Jammaﬂ Sosial
Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran untuk Perlmdungem Jammaﬁ _1'
Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. : : : :

Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah- unmk S S
a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sesm} Ketenagakeiﬁad& s e
b. penjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi. kebutuha.n d&sar hidup S
yang layak; dan . ST e e
c. memberikan manfaat perlindungan Jaminan Sosuii Keteﬂagaker_}aan bempa e
bantuan iuran. . N kS

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. program dan Kepesertaan jaminan sosial ketenaga}{emaan S B
b. peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Jamman somal ketenagakex jaan;':__:"
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamman 803183 keteﬁagakezja '
dan : .
pendanaan; dan
e. sanksi adminitratif.
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BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program
Pasal &
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
a. JKK;
b. JKM;
c. JHT;
d. JP; dan
e. JKP.

Program Jaminan Sosial Ketenagalerjaan sebagaimana chmaksud pada a%;at'
(1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. : o
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan. !
peraturan perundang-undangan. :

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 6 _
Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta pz‘ogram Jamma.n
Sosial Ketenagakerjaan. -
Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagaker Jaan sebagmmaﬁa' _
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: : o
a. peserta penerima upah, meliputi
1. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggala negara? b o
2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara négaia B
peserta bukan penerima upah; '
pekerija jasa konstrulsi
pekerja migran Indonesia; dan
pekerja sosial keagamaan.

o e o

Pasal 7 : SR
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara'sebagaimaﬂﬁ o
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagm ‘berzkut
pegawai pemerintah non-pegawai negeri; . S
pejabat negara non-aparatur sipil negara;
aparatur desa;
lembaga adat desa; dan
lembaga kemasyarakatan desa. : :
Perhndungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagl Pekeqa yang ‘E%eket‘g& e

R0 oR

pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pad& ayat o |

(1) menjadi kewajiban Lembaga Negara selalcu Pemberi Kerja, - LT
Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakeriaan bagt Pekerga ym&g
Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimalksud
pada ayat (1} dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. : S
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Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Seialn Penyeienggara Negam -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2} huruf a amgka 2. aﬁal‘%;h

seluruh tenaga kerja dari pemberia kegja/badan usaha yang melaksanakan e

kegiatan usahanya di Daerah meliputi: .
a. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha tnilik- daera}’z A
pekerja pada orang perseorangan; o
orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (etnam) bulan

pekerja dalam masa percobaan; ' _
komisaris dan direksi badan usdha yang menerima upah dan

S

pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang b@kﬁljaf;:
pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Sebagalmana dima}gmm : o

pada ayat (1} menjadi kewajiban pemilik badan usaha- selaky pemben kei j& '

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagaker;aan bagx 'Pekerja yarng-; -
bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara - Neg&ra sebagmm&n& SR
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan p@l atm an -

perundang-undangan.

Pasal 9

Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dlma}csud daiam pasai 6 aya.t (?‘} : _:_ 3
huruf b adalah pekerja yang orang-perorangan . yang melakukan kegiamn L
usaha secara mandiri untuk memperoleh . penghasﬂan - darz kegz&mzl S |

usahanya meliputi: AR ; _

a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau: pemﬂlk modai t:ian argm
perseorangan vang mempekerjakan peker ja dan t1dak menerzma upah

b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja maﬂdm, I

c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembang&ﬁf-.5_'-_:-;
pendidikan/pelatihan/persiapan atau- kegzatan mmat dan bakat? gli:auf_'. R
narapidana dalam proses asimilasi yang dlp@kerjakan pada p .mbe;rzf g

kerja; dan

d. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b dan c ya.ng bukan_j}_f

menerima upah.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagl peserta bukan peﬁei ima. :
upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadz pertanggungan mammg»«_,_:: (I Ul

masing individu.

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakeérj ;aai'i bagz peser’ca b‘ukam;-f.ff_'_:" g
penerima upal sebagaimana dimaksud pada ayat ( Ik dﬂaksaﬁa}q&n Sggua;__' -

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3] Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagake1 Jaan bagl peker';a &oeml_-'__f_:*_ -
keagamaan sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) dﬂaksanakan sesuai s

Pasal 10 _ P
Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2}
huruf ¢ adalah setiap pekerja vang bergerak dibidang usaha jasa kengtmksz =

termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja P‘er jangaaw_ N .

Waktu Tertentu. _
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi .pél_é,_;eijag 'sek't'o'r -{ jaﬁa 2

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi-I{:éwajibari_-ijéﬁyeéia u

jasa sebagai pemberi kerja.

Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dxmaksud pada avat {2} S

wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perimdungan Jannman -
Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) Zham kei ja Setelah :
surat perintah kerja diterbitkan. R
Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakexjaan bag1 bagz pekergaﬂ_ :

selktor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1R8] _dllaksamakan- L o

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud da}am Pasal 6 ayat {%} e

huruf d terdiri atas: _ R o
a. calon pekerja migran Indonesia atau pekeria m;gran Incionesna };amg
ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan - L

b. calon pekerja migran Indonesia atau pekerj 3& rmgran : Iﬁdbn&}&iéi e

perseorangai,

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bag1 pekerja nngran Ine%onmzaf .3' :_
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menga@ pertanggungan ma&mg-massmg S bt

individu

Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagaker;aaﬂ bagl peker Ja mlgran_"__'_.'
Indonesia sebagaimana dimaksud pada -ayat (1} dﬂaksanakan &egumf. SEas

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dzmaksud dalam Pagai 6 ayat gg*} 5 .
huruf e adalah setiap orang yang bekerja melayani: Jamaah atau nama iam A Ry

sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada organisasi: keagamaan

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagalkerjaan bagi pekezja sos1ai ff{eagammﬁ;'_'.-.'f.ﬁ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertaﬂgguﬂgaﬂ masmg-—mamng_{ 0 A

individu.

ketentuan peraturan perundang-undangan
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BAB I _ L
PERAN PEMERINTAH DAERAH -
DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13 - : o o
(1} Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanasm Jamman Semai o

Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk: -

a. memberikan perlindungan gamman sosial lqetenagakelj}aan bag1 seluruh” _
pekerja baik peserta penerima upah peserta bukan penerima’ upah
pekerja jasa konstruksi, pekerja migran f{nd{}nema dan peker‘ ja ‘%mml_' =
keagamaan. SEEn

b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sos1a£ 1<:etenagaker3aan yamg:_'
optimal kepada seluruh peketja; L e

c¢. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja;. dan I

d. mewujudkan Universal Worker Coverage (UWC) di Daerah. - oo

{2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan- Sebagalmana dll”ﬂakSUd e

pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut: o S

a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi reguiasa Jamman Scmal__}_ .
Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala; ... . CE

b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan ses1a1 keteaagakez jaam ESHEI
bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan’ m&smgmmmng perangkat-:-,_' S
daerah dalam setiap program / kegiatan; _ SE

c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pe}.sd{saﬁaan ﬁlmnan somal'_ffﬁ:- S
ketenagakerijaan dari APBD; : e

d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Ja:{mnan{_..
Sosial Ketenagakerjaan; S

e. pemutakhzran dan konsolidasi data. kepesertaan pmgram pada 11n€xl«r;m_..-_--_-;_ e
provinsi; . i ol

f.  koordinasi dengan para pemangku kepentmgan terkalt i
mengevaluasi pelaksanaan program Jamman 8081511 Ketenaga}:et gaz«m
secara berkala; L

h. pembinaan dan pengawasan pelaksana&m regula51 Jamman Sml&} S
Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan: usaha/swasta/bmnm/ B
industri; dan : Sl

i. pembinaan dan pengawasan pe}aksanaan reguiam Jamman &msmi”-_"
Ketenagakerjaan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kam

Bagian Kedua f : : e
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jajmnan 838131 Ketemagak&rjaﬁ
Bagi Peserta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Beker Ja Pada Pemberx Ke‘a:“ 3&
Penyelenggara Negara - : :

(1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta peﬂel 1m& upah bagi p@k@'ﬁf‘j&iﬂ ;
yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara ﬂegara tez:hndung1 jamman ST
sosial ketenagakerjaan. e

(2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid ber‘baszs N’IK untuk seiurul’i{‘_‘ s
peserta penerima upah bagi pekeria vang bekerja: pada pember' kerj }&- :
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1

(3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran ‘sesuat data sebagalmana
dimaksud pada ayat (2] dalam program jamman kecelakaan kerja jaminan
kematian, jaminan hari tua, dan jaminan penszun Secala bertahap _ &pada'
BPJS Ketenagakerjaan. S

et
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() Peﬂanggungan perlindungan jaminan sosial i{etemagakm 3&&11’1 bag1 Si“‘him}‘l
peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerip - -

penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintali daerali yang -

bersumber pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Koia, maupun Sumb@r L

pendanaan lainnya yang sah. -
(5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta penel ima - u;:;ah- B
bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggaxa neg&m- _
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan o

Bagian Ketiga : - .
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagake@’ }am} -

Bagi Peseta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada- Pembeu Keryj 3&1 Seiam i : E'_::-

Penyelenggara Negara

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta penerlma upa}'l bag1 33@1{@13&.:'_' sk »
yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaxa nega,xa tet‘hnciumgz R

jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2} Pemerintah Daeralli menyusun mekanisme pengajuan pEI izinan . badm‘ﬁj SR
usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerj }aan pada
peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemben kef ja Seiam- ]

penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan. -

(3) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membzdangl ketenagakez’ jam:;f S
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan- " -
jaminan sosial ketenagakeijaan, pada peserta penerima upah bagi pekerju
yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaia negaxa sebagazmaﬁa-f BEEa

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). s
{(4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bag1 selur uh peseﬂa peneﬁma&}_s_

upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelﬁnggﬁxa}, i

negara dilaksanakan sesual ketentuan peraturan per undang—undangan

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Somal I{etenagaker ggmn

Bagi Peserta Bukan Penerima Upal’z :

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memastikan setiap peserta bukan penm ima upah'f iH

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) men@apatkan per 11ndur1ganf

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program- Jamman Kemat}an ge:tta:__: i

dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.

(2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosml ketenag’ikei jafm baﬁzé

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Oxgamgasz.ff; S
perangkat daerdh terkait memfasilitasi pelaksanaan per hndungan Jammaﬁ- gEr i

sosial ketenagakerjaan kepada seluruli peserta bukan penerima: u}:’)ah

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat bempa %osmh%%éf}_{. e
secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban
iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui or gamsasn perangimi-_-_'ﬁ_- fo
daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing. =~

(4} Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi selurub peserta bukan
penerima upali dilaksanakan sesuai ketentuan pe; aturan_ oper un(ianw-?: S

undangan.
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(1)

Pasal 17 : :
Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat =
(1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan
perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan '-:Ciaiaiz“z_"-
bentuk stimulus bantuan iuran. :
Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber d:am. ;

APBD Provinsi, kontribusi badan usaha dalam bentuk: Corporafe S{}f::mi [

Responsibility/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/ TJSL), dan/atau
sumber lainnya yang sah.

Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakergam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuarn
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial I{etenagai{é:jaam‘

Bagi Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 18 |
Pemerintah Daerah mewajibkan penyediajasa konstruksi untuls: 'memberikm"i_ _
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pel«;’ex}a ;assg

konstruksi pada proyek yang dilaksanakan Sebagaiimaﬂa dimaksud dal&m. :
Pasal 10 ayat (1). '

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa -_kélﬁsti“u'k&i' .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program jzi:ti’ﬁn_aﬁ k ece 1315&&@_% :
kerja dan jaminan kematian. ' S

Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja jasa '_.'.k'éﬁst_rf&k&i” :

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 'mélalui_ oi“géimiSé;%:ff'_._ FEE

perangkat  daerah  terkait menyusun mekanisme _' ekni“é' N uﬁﬁsk -
mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sos1a1 Ketenagak@rjaaﬁ " _
sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerijaan kan&‘tmksz R
Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakeriaan pada pekerja _;asa kﬁn%truk%};'_-
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangmndangara :
Pagal 19 '

Penyedia jasa yang melaksanakan proyek Konstruksi yang bérsumbér ip&&a .' E |

pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek vang dilaksanakan pa;dz{BPJS R

Ketenagaker jaan.

Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketemagakerjaan pada pr@y@kxi-'_. -

konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dﬂaksanakaﬁ 3@@&&@ '_

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketemagaker jaan

Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20
Pemerintah Daeralh memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis
penyaluran pekerja migran secara prosedural.
Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia -
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sudah terlindungi oleh
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum
melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan

Paragraf Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran

Fasal 21 :
Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan - Sosial
Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sosial Keagamaan yang melayam ﬁmat _'
sesuai dengan agama dan kepercayaannya. : _
Bantuan Iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan dengan Syaratn o
syarat sebagai berikut: : : _
a. proposal atau surat permohonan vyang dia ju;kai'i “oleh _'erganimsi B
keagamaan;
b. usia Pekerja Sosial Keagamaan diantara 17 {tujuh belas) 3a1npa1 dengfm‘_ |
65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan; .
¢. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah vaimi
Kalimantan Barat; :
d. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial keteérlagaker 3&&3‘1 dan
e. diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat. _ .
Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan Sebagalmema dunakﬁuéfj
pada ayat (2) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bei{erja sebagzai :
Pekerja Sosial Keagamaan, meliputi: :
a. agama Islam, antara lain :
imam masjid;
marbot masjid;
guru pengaji; dan
mubaiigh
bilal mayit/pemandijenazah
b. agama Kristen, antara lain:
koster;
guru sekolah minggu;
pendeta;
ma jelis jemaat; dan
tata usaha.
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c. agama katolik, antara lain :
pastor;
frater;
biarawati,
prodiakon;
pengantar; dan
guru sekolah minggu.
d. agama hindu, antara lain:
pinandhita;
serati;
parisada hindudharma Indonesia;
guru pasraman;
bendesa adat; dan
pecalang.
e. agama budha, antara lain:
1. bhikku/i atau samanera/i,
2. pandita;
3. upacarika, upasaka/upasika; dan
4. guru agama budha sekolah minggu. : : S
Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan Sebagannana d1makm:1@i'_: 3
pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pekerja Sosial Keagamaan 1amﬁ3sa"'f" :
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; L 3

Qs W

T A N e

Pasal 22 : L -
Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 aya‘%: (2) hui“uf a

disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Ixepala Ii}m&%- 3 i

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat 3@0&1& rmm‘ SR

dan jelas mengenai :

a. nama lengkap calon peserta penerima bantuan mraﬂ, tanda *i"anganrf‘ i
pemimpin sesuai organisasi keagamaan serfa dlbubuhl St{%mpé‘]i-. B

organisasi; dan

b. identitas Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja dJ bldang keagamaan{f i

berupa foto copy KTP atau KK dan nomor kontak (jika ada)

Surat permohonan calon peserta penerima bantuan iuran sebagazmanm S

dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Vemf ﬂ{as1 _yang Cterdivi
dari Unsur :
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kahmantan Barat

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kahmantan Baz‘at
c. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat; '

d. BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur
Hasil verifikasi calon peserta penerima bantuan iuran sebawaamma'_'_ !

dimaksud pada ayat (3) berupa daftar nama penerima, NH{ a"iamat pen@:i mla'_"_” _: :

dan besaran bantuan iuran yang ditetapkan dengan kepu‘tusan Guber nur.

Peserta penerima bantuan iuran program perlindungan Jaimnan Sugmf% i ' 
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan mendapatkaﬁ maﬁf&&at_":-: S

sesuai ketentuan perundang-undangan.

ARG
R

L

=
i

ASIETEN { SERDA -]




Pasal 23 :

(1} Surat permohonan calon peserta penerima bantuan juran bagi pekerja scsial

keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis

kepada Gubernur paling lambat pertengahan Mei tahun berkenaan untuk

penganggaran APBD tahun berikutnya, kecuali tahun 2023. R

(2) Untuk penganggaran perubahan APBD paling lambat alkhir Juli tahun
berkenaan. |

Paragraf Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 24 I
Pekerja sosial keagamaan yang mendapatkan Bantuan iuran dari Pemerintah -
Daerah diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jai"a’iii’iaﬂ-'
Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuaﬂ ?eram;:*
Perundang-Undangan,

Pasal 25 I o
(1) Penyaluran bantuan ijuran sebagaimana dimaksud dalam ."pasal 4

dibayarkan menggunakan kode iuran yang ditetapkan ':'_oleh BPJS .

Ketenagakerjaan. IR
(2) Penyaluran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayafkazz -
secara sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah. RS
(3) Penyaluran kepada penerima bantuan iuran program perlmdungan Jammafz
Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan: dﬂakukan Seteiah;:-.
penetapan daftar penerima bantuan iuran melalui iieputusan Gubemur ' |

Pasal 26 R

(1) Pekerja sosial keagamaan yang telah mendapatkan periiz'ldungaﬁ jaminan.
sosial ketenagakerjaan dari organisasi keagamaannya dan dari Pememntah
Daerah setempat tidak dapat dialihkan ke Program Baﬁtuan iul‘an {iam;
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. S -

(4] Pekerja sosial keagamaan yang belum mendapatkan periihdungaﬂ ' jaminazé"--'r
sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk: mendapaﬂ{anf
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. |

Paragraf Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27 : 8
Bantuan Iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakm jaara ’E:}ag;-
Pekerja Sosial Keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi. belaﬂja furan -

jaminan sosial ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan ’I‘ransimgrasz dalam' )

tahun anggaran berkenaan.
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Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ~bantuan = furan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: '

a.
b.

usulan calon penerima bantuan iuran kepada Gubernur;
keputusan Gubernur fentang penetapan daftar penerima bantuan furan
jaminan sosial ketenagaker jaan;

berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan

bukti transfer uang atas pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakeagaaﬂ

Pasal 29 _
Penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan mateﬂai atas. :
bantuan yang diterimanya. .
Pertanggungjawaban  penerima bantuan iuran dibuat oleh --’BPJ% '
Ketenagakerjaan, meliputi : o
a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan :
b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan ‘bahwa banium@-'
iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan da:ftar pen&mma
bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur,

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a d.an humf
b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kei ja d&n S

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 1 (sa‘tu) bu}an Set&}ah;_'_
kegiatan selesai dilaksanakan. : : :

Pasal 30

Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud da."iam Pas&! 29 ayaaﬁ:"_ . ”
(2) huruf a meliputi : : ;

a.

Pendahuluan : uraian tentang gambaran- umum mengena;'

pelaksanaan kegiatan yang i:eia,h dﬂakukan olﬁah_..-__ D

BPJ3 Ketenagakerjaan; . : S
Maksud dan fujuan : uraian tentang maksud dan- tu;uan ch:susunnya '
laporan penggunaan bantuan iuran; -~

Hasil Kegiatan : uraian tentang  Tasil kegzatan yang i&ﬁigﬁh' SN

dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputuﬁmz _

Gubernur tentang Penetapan da.f Lat‘ penez ima

bantuan iuran; dan : S
Lampiran : dokumentasi kegiatan yang ‘telah dﬂaksaﬁakan

Paragraf Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31
Gubernur membentuk tim untuk melakukan momtormg da.n evaiuam .
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerab ¥

yang membidangi keuangan, inspektorat, hukum, ketenagakeijaan dan

perangkat daerah terkait lainnya vang dztetapkan dengan Kepummﬁ:ff |
Gubernur. :

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meiaku}{an monltm 31‘10 d&n e |

evaluasi tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan - Juran ngrgam' "

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan —bagi ‘Pekerja . Sosial -
Keagamaan tahun berkenaan, serta Rekomendasi Pemberian Bantuan iumn':_'-_:

tahun berikutnya.

Eamo PERANGHAT DARAH | oo I
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Pasal 32
Tim monitoring dan evaluasi melaporkan bhasil monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Pemberian Bantuan uran Program Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan tahun berkenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal33
Dalamm hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
terdapat penggunaan bantuan iuran yang tidak sesuai dengan daftar penerima
bantuan iuran, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1} Tim menyampaikan Rekomendasi Pemberian Bantuan Iuran tahun
berikuinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayvat (3) kepada Gubernur
melalui TAPD.
{2) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas Rekomendasi
Pemberian Bantuan Iuran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal35
{1) Rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana Pemberian
Bantuan Iuran tahun berikutnya dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencatuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi -
anggaran bantuan iuran berupa uang. |

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36
{1} Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah
dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerijaan, -
seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan -
dalam bentuk koordinasi. '
(3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimena dimaksud pada
ayat {2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur. _ o
(4} Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi -
Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Seluruh perangkat daerah
terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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(1)

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37
Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja vang bekerja pada: Pemberi K%i‘f}a'
Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud daiam Pasai 8 gxya‘t {i} .
disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan’ csekah o
Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mei&kmkaﬂ -
langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagaker 3aan ' _
Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor et
kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur -sétiap'%'
(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhi%én untulk rﬁeﬁja&i :

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyeleﬁggaman 3ammaﬁ i

sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BABV
PENDANAAN

Pasal38

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakemaan dt D&eraiﬁ B
bersumber dari :

a.
b.

APBD; _
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ket&nmaz} pemmmn
perundang-undangan. ' : S

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal39 _ o
Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar E«fetemuaﬂ Pasal é‘?‘é .

ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengaﬁ ke‘cenmamg . :

perundang-undangan. . _
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), _mgﬁputi: Sl
a. teguran tertulis; o

b. denda; dan/atau

c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada P@mben I&ex ja -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi: -
perizinan terkait usaha;

izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
izin mendirikan bangunan.

o op oo

Tata cara pengenaan sanksi administratif dﬂakukaﬂ sesum “dengan .

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40 _
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gu‘bernur Namar 4&% _
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagaker 33&51 {ﬁ
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ’I‘ahurtz 20‘3’7 Nomer :
48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku o o

Pasal 41 R
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundan’gka'n. SR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peramrm-_.'_ﬁ_

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah prc,v}ngl Kaiimaritan'_"' SR

Barat

Ditetapkan di Poﬁtianék': FRN
pada tanggal M Febued BeR oo
#GUBERNUR KALIMANTAN BARA’I‘ § G

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal o3 Fobruorl Dok
&‘ g/SEK ETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT#

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3~ =




